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ABSTRAK 

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan perekonomian 

dengan meningkatkan daya saing pada sektor industri. Peranan suatu negara 

sangat penting untuk mewujudkan persaingan ekonomi dan perdagangan 

internasional yang berkualitas yaitu dengan melindungi aset-aset kekayaan 

intelektualnya. Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah Desain 

Industri. Dasar hukum mengenai Desain Industri di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adakalanya 

terjadi sengketa desain industri berkaitan dengan kemiripan sebuah produk yang 

telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Seperti pada 

kasus pelanggaran Desain Industri antara Tupperware melawan Biolife dan 

Biolife Borneo yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 874 

K/Pdt.Sus.HKI/2017. Tupperware memiliki produk botol minum yang dikenal 

dengan Eco Bottle, telah mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian produksi 

pemasaran terhadap produk botol minum Biolife dan Biolife Borneo yang 

dianggap menggunakan desain konfigurasi milik Eco Bottle. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis pertimbangan hakim terkait unsur kebaruan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) 

mengacu pada bahan hukum berupa literatur perundang-undangan sebagai sumber 

datanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan cara menelaah 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam 

menganalisis, peneliti menggunakan metode induktif-deskriptif-kualitatif. Teori 

yang digunakan dalam mengupas masalah yaitu teori perlindungan hukum, 

penegakan hukum, dan desain industri. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa unsur kebaruan pada produk 

Biolife dan Biolife Borneo telah terpenuhi karena dilihat secara kasat mata 

terdapat perbedaan dengan produk Eco Bottle. Majelis Hakim dalam Putusan 

Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 telah tepat menerapkan hukum, 

berdasarkan bukti-bukti yang ada produk Biolife dan Biolife Borneo tidak 

meenggunakan konfigurasi yang sama dengan produk Eco Bottle. Hal itu telah 

sesuai dengan syarat-syarat diterimanya desain industri dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

Kata Kunci : Desain Industri, Kebaruan, Konfigurasi 
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ABSTRACT 

Indonesia as a developing country needs to advance the economy by 

increasing competitiveness in the industrial sector. The role of a country is very 

important to realize quality international economic and trade competition, namely 

by protecting its intellectual property assets. One of the areas of Intellectual 

Property Rights is Industrial Design. The legal basis regarding Industrial Design 

in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial 

Design. Sometimes there are industrial design disputes related to the similarity of 

a product that has been registered with the Directorate General of Intellectual 

Property Rights. As in the case of Industrial Design violation between 

Tupperware against Biolife and Biolife Borneo which was decided by the 

Supreme Court with Decision Number 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017. Tupperware, 

which owns a drinking bottle product known as Eco Bottle, has filed a lawsuit for 

damages and cessation of marketing production of Biolife and Biolife Borneo 

drinking bottle products deemed to use Eco Bottle's proprietary configuration 

design. This study aims to analyze the judge's consideration related to the element 

of novelty in accordance with the provisions of Article 2 of Law Number 31 of 

2000 concerning Industrial Design. 

This research is a literature research (Library Research) referring to legal 

materials in the form of statutory literature as a source of data. This research uses 

a normative approach by examining laws and regulations related to research. In 

analyzing, researchers use inductive-descriptive-qualitative methods. The theories 

used in discussing the problem are the theory of legal protection, law 

enforcement, and industrial design. 

From this research, it was obtained that the novelty element in Biolife and 

Biolife Borneo products has been fulfilled because seen with the naked eye there 

are differences with Eco Bottle products. The panel of judges in Decision Number 

11 / HKI / Industrial Design / 2016 / Pn-Niaga Sby and Supreme Court Decision 

Number 874 K / Pdt.Sus.HKI / 2017 has correctly applied the law, based on 

existing evidence Biolife and Biolife Borneo products do not use the same 

configuration as Eco Bottle products. This is in accordance with the conditions for 

the acceptance of industrial design in Article 2 of Law Number 31 of 2000 

concerning Industrial Design. 

Keywords : Industrial Design, Novelty, Configuration 

  



 

vi 
 

MOTTO 

“Konsisten adalah kunci keberhasilan meraih mimpi.” 

“Jika belum bisa membahagiakan orang tersayang, setidaknya jangan 

mengecewakannya.” 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang semakin maju 

seiring perkembangan zaman telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

manusia. Salah satunya dalam aspek ekonomi, perkembangan pasar bebas tidak 

hanya skala nasional namun meluas antar negara di seluruh dunia. Pasar yang 

semakin luas memberi peluang masyarakat memperdagangkan barang dan jasa tak 

terbatas pada negara maupun benua.1 Pada pelaksanaanya bidang ekonomi 

menitikberatkan pada sektor industri yang diikuti oleh Hak Kekayaan Intelektual 

dalam pembuatan produk serta pemasarannya. Hak Kekayaan Intelektual biasa 

disebut HKI atau Intellectual Property Rights (IPR) merupakan hak yang lahir 

berdasarkan hasil karya intelektual seseorang.2 Hak Kekayaan Intelektual 

merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif atau khusus berasal dari kegiatan 

kreatif daya pikir manusia berupa hasil karya bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra, maupun bidang teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Adanya Hak Kekayaan Intelektual menjadi suatu bentuk kekayaan bagi pencipta 

atau penemu karya sebagai pemilik dan berhak mendapatkan keuntungan dari 

kekayaan intelektualnya ketika ada yang menggunakan karya tersebut. Sehingga 

hasil karya yang diciptakan tersebut mempunyai peranan penting bagi ekonomi 

 
1 Niru Anita Sinaga, “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan 

Intelektual Di Indonesia”, Jurnal Teknologi Industri, Vol 4 (2015), hlm. 53. 

2 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, (Bandung: Mandar 

Maju, 2012), hlm 1. 
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serta ilmu pengetahuan dan teknologi.3 Hak Kekayaan Intelektual secara garis 

besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak 

Kekayaan Industri (industrial property rights), yang mencakup: Paten (patent), 

Desain Industri (industrial design), Merek (trademark), Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (layout design of integrated circuit), Rahasia Dagang (trade secret) dan 

Indikasi Geografis (Geographical Indications).4  

 Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan perekonomian 

dengan meningkatkan daya saing pada sektor industri. Peranan suatu negara 

sangat penting untuk mewujudkan persaingan ekonomi dan perdagangan 

internasional yang berkualitas yaitu dengan melindungi aset-aset kekayaan 

intelektualnya. Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah Desain 

Industri.5 Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya 

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan 

dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai 

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan 

tangan.6 Dasar hukum mengenai Desain Industri di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak Desain 

 
3 Hary Suhud Sunaryo Putro, “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di 

Sukoharjo”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 

hlm. 1. 

4 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, hlm 1. 

5 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6. 

6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 1 
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Industri dan perlindungannya diberikan kepada suatu karya Desain Industri yang 

bersifat kebaruan, artinya hasil karya baru dan belum ada Desain Industri yang 

sama sebelumnya. Orang yang pertama kali mendaftarkan permohonan hak atas 

Desain Industri itulah yang akan mendapatkan lisensinya. Hak tersebut diperoleh 

dengan cara mendaftarkan Desain Industri ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. Jika permohonan pendaftaran debrdasain industri dikabulkan maka 

pemilik atau pencipta akan mendapatkan hak atas Desain Industri dan 

perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Selain itu pemilik akan 

mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya dari segi hukum akan 

mendapatkan perlindungan hukum terhadap siapa pun yang akan melakukan 

penjiplakan, peniruan, dan pembajakan atas Desain Industri, sedangkan dari segi 

ekonomi keuntungan akan semakin bertambah karena dapat memberikan 

lisensinya kepada pihak lain yang menginginkannya.7  

Perlindungan Hak Desain Industri mendorong para pengrajin untuk 

menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Proses penciptaan desain produk 

industri bukanlah hal yang mudah, perlu waktu, biaya dan tenaga yang tidak 

sedikit. Adakalanya pengusaha mengambil jalan instan dengan menjiplak desain 

produk lain tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal itu tentu dapat 

merugikan produk yang ditiru. Inilah pentingnya mendaftarkan Hak Desain 

 
7 Anggoro Bekti Setyawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Atas Desain Perak 

Di Kota Gede”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 3.  
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Industri, dalam permasalahan penjiplakan desain produk tersebut, pihak yang 

melakukan kecurangan dapat digugat ke pengadilan niaga.8 

Seperti pada permasalahan yang ditemukan penulis yakni mengenai kasus 

pelanggaran Desain Industri antara Tupperware melawan Biolife dan Biolife 

Borneo dengan penggugat Dart Industries, Inc. dan tergugat PT Cahaya Mulia 

Nusantara, PT Cahaya Morialife Niaga, Luqman Wijaya, Chandra Puspita, Fharoh 

H. Syarifa, dan Shintya Lim. Dart Industries merupakan perusahaan Tupperware 

yang berkedudukan di Florida, Amerika Serikat. Sejak tahun 2015, Dart Industries 

telah memasarkan produk Tupperware yang telah didistribusikan di lima benua di 

dunia dan sekitar 100 negara termasuk di Indonesia yang diwakili oleh PT 

Tupperware Indonesia serta telah memiliki lebih dari 74 distriutor resmi yang 

tersebar di beberapa kota di Indonesia.  

Salah satu produk dari Dart Industries adalah Eco Bottle Tupperware, 

produk ini telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

dengan Nomor ID 0024 152-d. Seiring berjalannya waktu terjadi persoalan yang 

melatarbelakangi munculnya gugatan yang dilakukan oleh Dart Industries 

dikarenakan terdapat produk botol minum bernama Biolife dan Biolife Borneo 

yang menurut Dart Industries memiliki kesamaan Desain Industri dengan salah 

satu produk Tupperware milik Dart Industries yaitu produk botol minum bernama 

Eco Bottle. Berikut gambar produk-produk yang memiliki dianggap memiliki 

kesamaan Desain Industri:  

 
8 Rizka Ari Kholifatur Rohman, “Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan 

Tembaga dan Kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali”, Skripsi, 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 6. 
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Gambar Eco Bottle Tupperware 

       

Gambar Biolife dan Biolife Borneo 

 Dart Industries menggugat 2 perusahaan dan 4 perorangan sebagai pihak 

yang memasarkan produk Biolife dan Biolife Borneo melalui Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 11/HKI/Desain 

Industri/2016/PN Niaga Sby, akan tetapi gugatan tersebut di-TOLAK oleh majelis 

hakim. Kemudian Dart Industries selaku Penggugat melakukan upaya hukum 

Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 

yang mana hasilnya tetap sama yaitu gugatan di-TOLAK.9 

Merek Tupperware sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan 

dunia. Selain Biolife dan Biolife Borneo, banyak produk lain yang serupa bahkan 

 
9 Putusan Perkara Mahkamah Agung, Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017 
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lebih mirip dengan produk Tupperware. Sebagai salah satu konsumen 

Tupperware, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai salah satu produk yang 

dianggap mirip dengan Tupperware yakni Biolife dan Biolife Borneo tersebut 

benar-benar memiliki kesamaan atau sudah ada perbedaan yang memenuhi syarat 

kebaruan sesuai ketentuang Undang-Undang Desain Industri. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam skripsi yang berjudul “SENGKETA DESAIN INDUSTRI 

PRODUK BOTOL MINUM BIOLIFE DAN BIOLIFE BORNEO TERHADAP 

ECO BOTTLE TUPPERWARE (Studi Putusan Perkara Nomor 11/HKI/Desain 

Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah produk Biolife dan Biolife Borneo melanggar Desain Industri  

produk Eco Bottle milik  Tupperware? 

2. Apakah putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui kemiripan produk Biolife dan Biolife Borneo melanggar 

desain industri produk Eco Bottle milik Tupperware atau tidak, mengacu 

ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

2. Untuk menganalisis putusan yang diberikan oleh majelis hakim apakah 

sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri atau belum. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

secara umum dan kontribusi di bidang hukum, terutama yang berkaitan 

dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai kajian tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas pelanggaran 

Desain Industri dalam perdagangan barang antara produk Eco Bottle 

Tupperware dengan Biolife dan Biolife Borneo. 

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pihak lain yang 

secara langsung maupun tidak terkait dengan penelitian ini. 

D. Telaah Pustaka 

Penulis telah melakukan penelusuran dan mengulas kajian serta penelitian 

karya tulis terdahulu yang relevan dengan tema yang diteliti. Untuk menghindari 

terjadinya kesamaan pembahasan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, 

maka penulis akan memaparkan ulasan penelitian terdahulu sebagai bahan kajian 

pustaka, di antaranya: 
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Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Linda Dewi Bayu Astuti yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di DIY Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”. Penelitian 

tersebut menganalisis mengenai bagaimana penerapan terhadap perlindungan 

hukum atas Desain Industri secara umum dengan mengambil wilayah hukum 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang 

Nomor 31 tentang Desain Industri, serta masalah penyelesaian sengketa baik segi 

hukum perdata maupun pidana. 10  

Selanjutnya karya tulis kedua berupa skripsi yang ditulis oleh Muslikhul 

Aqdi Basalama dengan judul “Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor 

Penyebabnya (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten)”. 

Penelitian tersebut mengkaji mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Desain Industri 

dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran Desain Industri di wilayah Kabupaten 

Klaten, serta mengenai akibat hukum yang timbul bagi pelanggar Hak Desain 

Industri menurut Undang-Undang Desain Industri dan menurut ketentuan hukum 

Islam.11  

Karya tulis yang ketiga ialah skripsi karya Dwi Wahyu Setiawan yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro”. Penelitian ini 

meneliti tentang perlindungan hukum Desain Industri dengan objek permasalahan 

 
10 Linda Dewi Bayu Astuti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di DIY 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, Skripsi,  

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). 

11 Muslikhul Aqdi Basalama, “Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor Penyebabnya 

(Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten”, Skripsi, (Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2011). 
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pada kasus kesamaan Desain Industri helm Ink Centro dengan Gix Centro apakah 

benar memiliki indikasi kesamaan, selain itu juga meneliti akibat hukum yang 

timbul dalam kasus sengketa tersebut serta upaya penyelesaian yang harus 

ditempuh penggugatnya .12 

Kemudian karya tulis keempat merupakan skripsi karya Dewo Setya Hadi 

Pratama yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Desain Industri Berdasarkan 

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Desain Industri/2009/Pn.Niaga/Pn.Jkt.Pst 

(Studi Kasus Asics Tiger & Logo Melawan Strip Sepatu X2)”. Penelitian tersebut 

menganalisis alasan pembatalan Desain Industri atas kasus “Asics Tiger & Logo” 

dan Ciptaan dengan judul “Seni Lukis Logo” melawan Desain Industri berjudul 

“Strip Sepatu X2”, dari perkara tersebut dikaji terhadap pertimbangan hakim, 

serta proses pembatalan Desain Industri yang tepat di Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual.13  

Karya tulis kelima adalah skripsi karya Nadita Wilhelmina yang berjudul 

“Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

02/HKI.DesainIndustri/2014.PN.Siaga.Sby”. Penelitian tersebut mengkaji unsur 

nilai kebaruan dalam perlindungan Desain Industri menurut Undang-Undang 

Desain Industri serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

 
12 Dwi Wahyu Setiawan, “Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro”, 

Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2017). 

13 Dewo Setya Hadi Pratama, “Analisis Yuridis Pembatalan Desain Industri Berdasarkan 

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Desain Industri/2009/Pn.Niaga/Pn.Jkt.Pst (Studi Kasus Asics 

Tiger & Logo Melawan Strip Sepatu X2)”, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas, 2016). 
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sengketa Desain Industri dengan menggunakan nilai kebaruan dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 02/HKI.DesainIndustri/2014.PN.Siaga.Sby.14  

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, sebagian besar penelitian 

mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa Desain 

Industri dengan objek yang berbeda-beda dan dari aspek yang berbeda. Ada pula 

upaya hukum juga dianalisis dalam beberapa penelitian tersebut. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni objeknya berupa kasus 

kesamaan Desain Industri sebuah produk botol minum bernama Biolife dan 

Biolife Borneo dengan produk botol minum Eco Bottle Tupperware dalam 

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

11/HKI/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby dan Putusan Mahkamah Agung 

Perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017, penulis akan menganalisis pelanggaran 

objeknya dan kesesuaian putusan tersebut bersadarkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan objek yang berbeda dan fokus 

penelitian yang berbeda, sehingga penelitian penulis tidak ada kesamaan dengan 

penelitian terdahulu. 

E. Kerangka Teoretik 

Berikut adalah kerangka konseptual yang akan digunakan penulis sebagai 

alat analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 
14 Nadita Wilhelmina, “Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

02/HKI.DesainIndustri/2014.PN.Siaga.Sby”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2018). 
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Perlindungan hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum, para ahli hukum 

sepakat bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia.15 

Hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, hal itu 

diutarakan oleh Immanuel Kant. Baginya, manusia adalah makhluk berakal dan 

memiliki kebebasan dalam bekehendak. Sehingga negara bertugas menegakkan 

hak-hak dan kebebasan warganya yang bertujuan untuk kemakmuran dan 

kebahagiaan rakyat, maka hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara.16  

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat berupa 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.17 Bersifat preventif 

maksudnya pemerintah harus bersikap hati-hati dalam pengambilan dan penetapan 

keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangan yang 

dimaksud bersifat represif yaitu pemerintah perlu lebih tegas dalam pengambilan 

dan penetapan keputusan terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Sedangkan 

dari pendapat Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan 

keamanan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk menikmati hak-hak 

yang diberikan oleh hukum.18 Perlindungan hukum harus melalui dua sumber 

yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 

 
15 Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-

Pihak yang Berkepentingan dalam Kepailitan, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 22. 

16 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum. Strategi 

Manusia Lintas Ruang Generasi, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 75. 

17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 20. 

18 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Offset Alumni, 1982), hlm. 93. 
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peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat berupa kesepakatan mengatur 

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat. 

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan 

untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang diimplementasikan dalam sikap dan tindakan serta 

menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.19 

2. Teori Penegakan Hukum 

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau 

adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa 

ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, 

keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau 

vonis.20 Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.21 

Fungsi penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. 

Pelaksanaan hukum dapat secara damai namun juga dapat karena adanya 

pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum yang telah dilanggar tersebut harus 

 
19 Ratih Wulandari, Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

di Rumah Sakit Umum Daerah, (Surabaya: Media Pustaka, 2019), hlm. 17. 

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

pengembangan Bahasa, edisi ke-2, cet. ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595. 

21 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

UI Press, 1983), hlm. 35. 
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ditegakkan. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga hukum yang harus 

diperhatikan, di antaranya22:  

a. Kepastian Hukum (rechtssicherheit) 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Seperti apa hukum yang 

seharusnya maka itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh 

menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (hukum harus ditegakkan, 

walaupun dunia akan runtuh). Kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang akan 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.  

b. Manfaat (zweckmassigkeit) 

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum merupakan hal 

yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, oleh 

karenanya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum sudah seharusnya 

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Serta harus menghindari 

timbulnya keresahan di masyarakat akibat hukum yang dilaksanakan atau 

ditegakkan. 

c. Keadilan (gerechtigkeit) 

Keadilan perlu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum 

bagi masyarakat yang berkepentingan. Hukum bersifat umum dan mengikat 

setiap orang dengan menyamaratakan. Barang siapa melanggar hukum maka 

harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang melakukan. 

3. Desain Industri 

 
22 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 

hlm. 145. 
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Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. 

Perlindungan terhadap HKI mempunyai hubungan yang erat dengan 

pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain masuknya investasi asing dan 

eksistensi Desain Industri di kancah internasional.23 Definisi Desain Industri 

sendiri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau 

warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga 

dimensi atau dua dimensi yang memberikan pesan estetis dan dapat diwujudkan 

dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan 

suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.24 Sedangkan Hak 

Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik 

Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakan hak tersebut. Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 .25 Hak Desain Industri diberikan kepada 

Desain Industri yang baru, Desain Industri dianggap baru jika pada tanggal 

penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah 

ada sebelumnya. Hak Desain Industri melindungi hasil penemuan atau penciptaan 

yang dipergunakan untuk keperluan industri. Subjek dari Hak Desain Industri 

adalah: 

 
23 Mayana dan Ranti Fauza, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era 

Perdagangan Bebas, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 17.  

24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (1) 

25 Mayana dan Ranti Fauza, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era 

Perdagangan Bebas, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 13. 
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a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang 

menerima hak tersebut dari pendesain. 

b. Jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, maka Hak Desain 

Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika telah 

diperjanjikan kepada salah satunya atau yang lain. 

c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 

dalam lingkungan pekerjaan atau yang dibuat orang lain berdasarkan 

pesanan, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang dan/atau dalam 

dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara 

kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan 

Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. 

d. Apabila suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau 

berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap 

sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika 

diperjanjikan lain antara kedua pihak.26 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan teknik atau cara-cara yang diperlukan dalam 

memperoleh hasil penelitian. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dan bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

 
26 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 63. 



 

16 
 

menganalisisnya.27 Metode penelitian yang akan digunakan penulis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.28 

Jenis penelitian normatif juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan 

hukum berupa dokumen-dokumen yaitu meliputi jurnal, buku, majalah, koran, 

dan lain sebagainya yang memuat materi berhubungan dalam penelitian ini.29 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian yang bertujuan 

memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian. Analisis dilakukan secara cermat dan teliti dalam menjawab 

permasalahan dan memberikan solusi30 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam kasus Pelanggaran Desain Industri Produk 

Botol Minum Biolife dan Biolife Borneo terhadap Eco Bottle Tupperware ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu suatu 

 
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43. 

28 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. 

29 Arikunto dan Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), hlm. 123. 

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif, (Jakarta: UI Press, 2006), 

hlm. 30. 
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pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang 

berkaitan dengan kasus tersebut dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah norma atau kaidah dasar seperti 

peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan 

objek penelitian, antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri, Putusan Perkara Nomor 11/HKI/Desain 

Industri/2016/PN-Niaga Sby, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

mendukung bahan primer seperti buku karya para ahli, jurnal penelitian, 

artikel maupun literatur-literatur lain yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis 

dengan menggunakan metode induktif-deskriptif-kualitatif berdasarkan kualitas 

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, 
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tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan 

interpretasi data.31  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub bab untuk menjelaskan dengan lebih rinci dan 

runtut. Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah penulis dalam 

menyusun skripsi serta memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur bagi 

pembaca. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu pendahuluan, di dalamnya terdapat sub bab latar 

belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis meneliti masalah dengan judul 

skripsi ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah berupa pertanyaan terhadap 

masalah yang akan diteliti. Kemudian terdapat tujuan dan kegunaan penelitian, 

lalu sub bab telaah pustaka yang berisi tentang perbandingan penelitian yang 

diteliti penulis dengan penelitian lain. Selanjutnya sub bab kerangka teoretik yang 

menjelaskan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk membedah 

permasalahan. Sub bab metode penelitian menjelaskan cara-cara dalam 

melakukan penelitian dan terakhir sub bab sistematika pembahasan yang 

menggambarkan struktur bab dan sub bab yang akan dibahas. 

 Bab kedua, berisi tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Desain 

Industri dan penegakan hukumnya, berupa pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

dan pengertian Desain Industri, ruang lingkup Desain Industri, asas hukum Desain 

 
31 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 172. 
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Industri, permohonan pendaftaran Desain Industri, lisensi Desain Industri, 

penyelesaian sengketa Desain Industri dan penjelasan teori penegakan hukum. 

 Bab ketiga, menjelaskan duduk perkara sengketa Desain Industri produk 

botol minum Biolife dan Biolife Borneo dengan Eco Bottle Tupperware dan 

upaya hukum dalam Putusan Perkara Nomor 11/Hki/Desain Industri/2016/Pn-

Niaga Sby dan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor 874 

K/Pdt.Sus.Hki/2017. 

 Bab keempat, adalah analisis sengketa Eco Bottle dengan Biolife dan 

Biolife Borneo dalam Putusan Perkara Nomor 11/Hki/Desain Industri/2016/Pn-

Niaga Sby dan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor 874 

K/Pdt.Sus.Hki/2017 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri.  

 Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, 

kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti, 

kemudian saran merupakan masukan dan tanggapan penulis terhadap penelitian, 

terakhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk Biolife dan Biolife Borneo tidak melanggar hak desain industri 

produk Eco Bottle milik Tupperware karena tidak sama dengan desain 

industri yang telah ada pada pengungkapan sebelumnya. Dalam kasus 

sengketa desain industri Eco Bottle Tupperware dengan Biolife dan Biolife 

Borneo, pihak Eco Bottle Tupperware menilai desain industri produk botol 

minum Biolife dan Biolife Borneo menggunakan desain konfigurasi yang 

sama dengan produk botol minum Eco Bottle. Konfigurasi Eco Bottle berupa 

pola empat pola lekungan cekung di sisi botol tersebut telah didaftarkan pada 

Direktorat Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 0024 152-d. Adanya 

kesamaan itu dianggap menyebabkan kerugian bagi pemasaran produk Eco 

Bottle. Setelah diperbandingkan antara produk Eco Bottle dengan Biolife dan 

Biolife Borneo hanya terdapat sedikit kemiripan akan tetapi ada perbedaan 

pada bagian pola dan kreasi ukiran ornamen Borneo. Hal ini telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri. 

2. Kedua putusan kasus desain industri Biolife dan Biolife Borneo dengan Eco 

Bottle Tupperware telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 
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Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada hasil Putusan Nomor 

11/HKI/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Sby yang menolak seluruh gugatan 

pihak Dart Industries selaku pemegang hak desain industri produk Eco Bottle 

tersebut sudah tepat dengan dasar hukum Undang-Undang Desain Industri. 

Oleh karena tidak puas dengan pertimbangan Judex Facti dan gugatannya 

ditolak, maka pihak Dart Industries mengajukan upaya banding kasasi. Pada 

hasil Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 majelis hakim Mahkamah 

Agung membenarkan judex facti Pengadilan Niaga Surabaya. Maka putusan 

tersebut sudah tepat karena telah sesuai dengan penerapan desain industri 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

Bahwa syarat diterimanya desain industri adalah desain industri yang baru 

atau tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal 

penerimaan atau tanggal prioritas bagi permohonan yang diajukan dengan hak 

prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia maupun di luar 

Indonesia. Produk Biolife dan Biolife Borneo telah memenuhi unsur kebaruan 

dan tidak menggunakan konfigurasi yang sama dengan produk Eco Bottle. 

Selain itu, ditinjau dari ketentuan TRIPs mengenai desain yang “baru” atau 

“orisinil”, Indonesia menggunakan ketentuan desain industri “baru” dalam 

Undang-Undang Desain Industri disesuaikan dengan budaya dan ekonomi 

penduduk. 

B. Saran 

Berkaitan dengan penjabaran penelitian di atas maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Pemerintah 

Dalam membuat aturan hukum di Indonesia berkaitan dengan hak desain 

industri perlu adanya kepastian hukum yang jelas. Dalam beberapa kasus 

sengketa desain industri yang sering menjadi masalah adalah tentang 

kebaruan. Hal ini perlu adanya standar kriteria kebaruan dalam desain 

industri, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai Undang-Undang 

Desain Industri yang perlu lebih memperjelas kriteria kebaruan desain 

industri yang akan diterima. Rancunya pemahaman “baru” dalam desain 

industri membuat beberapa kasus desain industri yang hampir sama namun 

mendapatkan putusan yang berbeda. 

2. Bagi Penegak Hukum 

Di Indonesia masih rawan terkait plagiarisme dalam menciptakan suatu karya 

terlebih karya yang tidak didaftarkan. Sehingga perlu adanya pengarahan 

kepada masyarakat secara berkala untuk mendaftarkan desain industri 

produknya utamanya pada usaha yang masih kecil. 
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